BABII

KETENTUAN UMUM MASLAHAH MURSALAH

A. Pengertian Maslahah Mursalah

Dalam bahasa Arab Maslahah secara bahasa berasal dari kata Salahah,
kata Maslahah mendung kemaslahatan berarti baik atau lawan kata buruk atau
rusak.' Kata Mas/ahah (Asl=dll) menurut bahasa berarti manfaat, baik dari
segi lafadz maupun makna, jamaknya (=luadll) berarti sesuatu yang baik.” Kata
Mursalah adalah isim maf ul (objek) dari £i’il madhi (kata dasar) (J~_) dengan
penambahan huruf a/if di pangkalnya sehingga menjadi (J«_!) atau dalam arti
4allas (bebas). Kata terlepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata
Maslahah adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh
atau tidak bolehnya dilakukan. Gabungan dari dua kata tersebut adalah:

SN e AEd) a8y £ 7R 2 slate o a3l

“Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang
merusakkan makhluk.™

Menurut bahasa Maslahah adalah suatu kebenaran yang dapat
digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Figh, Maslahah
Mursalah artinya mutlak (umum). Menurut istilah Ulama’ Usul Figh adalah

kemashlahatan yang oleh syariat tidak dibuatkan hukum untuk

! Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2005), 200
* Satria Efendi, Ushul Figh, (Jakarta: Prenata Media, 2005), 148
* Amir Syarifudin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), 346
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mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau
tidaknya kemaslahatan itu.*

Adapun Maslahah Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil
analisis Al-Syatibi adalah suatu Mas/ahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip,
dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik
yang bersifat daruriyah maupun hajjiyah. Al-Syatibi hanya membuat dua
kriteria agar Maslahah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum
Islam. Pertama, Maslahah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara’,
karena itu Maslahah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara’ atau yang
berlawanan dengan dalil syara’ (Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma’) tidak dapat
diterima sebagai dasar dalam menerapkan hukum Islam. Kedua, Mas/ahah
seperti kriteria pertama, tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil
khusus yang menunjukkannya maka ini menurut Al-Syatibi termasuk dalam
kajian Qiyas.”

Prof. DR. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul
Figh” menjelaskan arti Maslahah Mursalah secara lebih luas, yaitu suatu
kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada
pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at
dan tidak ada ‘//at yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum
kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum

syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan

* Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Figh, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2002), 110

> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), 255-256
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atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan al-
Maslahah Mursalah. Tujuan utama Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan,
yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.
Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan
kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan
manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan dan
menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas. Mas/ahah itu
merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu
ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang
tampak menguntungkan pada suatu saat, tapi pada saat yang lain justru
mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang
menguntungkan pada lingkungan tertentu, tapi mudharat pada lingkungan
yang lain.
Untuk itu, pembentukan hukum tersebut tidak dimaksudkan kecuali
untuk merealisir kemashlahatan umat manusia bagi mereka dan menolak

kemudharatan serta menghilangkan kesulitan daripadanya.’

B. Dalil yang Mendasari Maslahah Mursalah

Berdasarkan istigra’ (penelitian empiris) dan nas-nas dalam Al-Quran
ataupun hadits bahwa hukum-hukum syariah Islam mencakup di antaranya

pertimbangan kemaslahatan manusia.®

% Rachmat Syafe’i, //mu Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117
7 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah..., 123.
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Allah SWT berfirman:

VoV el dlan) ) et ) G
Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat
bagi semesta alam. .. (QS. Al-Anbiya; : 107)’

Syariah Islam dibangun atas dasar memelihara dan mewujudkan
adanya kemaslahatan demi adanya kasih sayang dan kebahagiaan manusia.
Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyelami hukum-
hukum yang terkandung dalam Al-Quran untuk menentukan syariat yang
tidak terdapat dalam nas. Hal ini mengindikasikan tentang kebolehan umat
Islam untuk berijtihad dengan menggunakan teks sekalipun asalkan tidak

bertujuan untuk merusak ajaran Islam itu sendiri.

C. Objek Masiahah Mursalah

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan sebelumnya dapat
diketahui bahwa lapangan Maslahah Mursalah selain yang berlandaskan pada
hukum syara’ secara umum harus juga memperhatikan adat istiadat dan
hubungan antara mansia yang satu dengan yang lain. Lapangan tersebut
merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian,

segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi

kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap

¥ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam..., 256
? Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 97
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hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentan syariat tentang ukuran
hak kafarat, ketentuan waris, keentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang
ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah
ditetapkan ukurannya dapat disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang

berasal dari syara’ itu sendiri.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa Maslahah Mursalah tu
difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-
Quran dan As-Sunah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya
melalui suatu /’tibar, juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan

adanya ijma’ atau giyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. '’

D. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan Maslahah Mursalah dalam
pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang
dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut'":

1. Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan, Ahlul hilli wal aqdi dan mereka
yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan
hukum itu harus didasarkan pada Maslahah hakikiyah yang dapat menarik
manfaat untuk manusia dan menolak bahaya dari mereka. Maka Maslahah

yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam

' Rachmat Syafe’l, Zlmu Usul Figih (Bnadung: Pustaka Setia, 1999), 121-122

"' Suratmaputra dan Ahmad Munif, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Maslahah-Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104
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sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih Maslahah yang
dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan
memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.
Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan
kamitidak mengandung Maslahah. Bahkan, hal itu dapat mengakibatkan
rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya
ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas
dasar keikhlasan, kasih saying, dan cinta mencintai.

. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang
tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
Imam Ghazali memberi contoh tentang Maslahah yang bersifat menyeluruh
ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan
sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang
membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang
membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan
memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Apabila kaum muslimin
memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah
bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut,
demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara
melawan atau memusnahkan musuh musuh mereka.

. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar’i

Maslahah tersebut harus dari jenis Mas/ahah yang telah didatangkan oleh
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syar’i. senadainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka

Maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang dituju oleh Islam.'?

E. Pembagian Maslahah Mursalah

Menurut teori ushul figh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil

yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, mas/ahah terbagi menjadi tiga

macam, yaitu :

1.

Al-Maslahah al-Mu’tabarah

Al-maslahah al-mu’tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara
eksplisit oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil yang spesifik. Disepakati
oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah shar’iyyah
yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-maslahah ini ialah

aplikasi qiyas

. Al-Maslahah al-Mulghah

Al-Maslahah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui
oleh syara’ , bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara’. Sebagaimana
ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak
kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan
perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan
gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah,

tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah

12 1bid.
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SWT, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan a/-
maslahah almulghah.
3. Al-Maslahah Mursalah

Al-Maslahah Mursalah yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara
eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’,
akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum
yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang
ditetapkan oleh pemerintah."

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui
secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh
syara’. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif
dengan kaidah hukum yang universal, yakni tasarruful imam ‘ala al-ra’iyyah
manutun bil al-maslahah. Atau kebijakan baru dari pemerintah tentang
implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang 7ax Ammnesty, tidak ada dalil
yang secara khusus membahas 7ax Amnesty, namun justru kebijakan tersebut
banyak memberikan Maslahah pada masyarakat, dan tidak ada dali yang juga
melarangnya. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan
shar’iyyah , yakni Maslahah Mursalah."*

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam

menetapkan hukum, maslahah terbagi menjadi tiga macam'”:

"> Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu‘alim Usul Al-Figh (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi,
2008), 235.

'* Asmawi, Perbandingan Ushul Figh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 129

!> Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu‘alim Usi I.., 237
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1. Maslahah Daruriyat

Maslahah Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki
kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya
unsur agama dan dunia. Keberadaan Maslahah Daruriyat ini bersifat
penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia
terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan
manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada
hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan
ini tidak dimilikinya.

2. Maslahah Hajiyat

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf
kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh
manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka.
Maslahah Hajiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai
mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia,
namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam
menjalani kehidupannya.

Contoh sederhana dari maslahah hajiyat yaitu Allah SWT telah
memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap
mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami
kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama’

serta mengqashar salat lima waktu.
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3. Maslahah Tahsiniyat
Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada
posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan
kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji.
Dengan memenuhi maslahah ini, seseorang dapat menempati posisi yang
unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi maslahah ini tidak

mengakibatkan rusaknya tatanan.

F. Kehujjahan Maslahah Mursalah

Dalam kehujjahan Maslahah Mursalah terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama ushul diantaranya:

1. Kalangan ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa Mas/ahah
Mursalah merupakan hujjah syar’iyyah dan dalil hukum Islam. Ada
beberapa argument yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya'®:

a. Adanya perintah Al-Quran (QS. An-Nisa’ 4:59) agar mengembalikan
persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa
perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak
ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk
memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode
giyas, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah.

Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselelsaikan dengan

'® Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al- Islamy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-2, hlm. 761-

764
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metode giyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga
memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang
dihadapi kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengacu kepada
prinsip Maslahah yang selalu ditegakkan oleh Al-Quran dan A-Sunnah.
Cara ini dapat ditempuh melalui metode istis/ah, yakni menjadikan
Maslahah Mursalah sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum
Islam.

. Hadis Mu’adz bin Jabal. Dalam hadis ini Rasulullah membenarkan dan
memberikan restu kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad apabila
masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-
Quran dan A-Sunnah, dengan wajh al-istidlal bahwa dalam berijtihad
banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode
giyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohan yang hukumnya
telah ditegaskan oleh nas syara’ lantaran ada ‘//ah yang
mempertemukan.

. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan
kemashlahatan bagi umat manusia. Kemashalahatan manusia akan selalu
berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi
semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum
ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaulah pemecahan masalah
baru itu hanya ditempuh melalui metode g7yas maka akan terjadi banyak
masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini

menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan
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zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode
ijtihad yang lain, diantaranya adalah 7stis/ah.

d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru ang belum pernah terjadi
pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak
melakukan ijtihad berdasarkan Maslahah Mursalah. Cara dan tindakan
seperti ini sudah menjadi consensus para sahabat.

2. Kalangan ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabilah berpandangan bahwa
Maslahah Mursalah tidak bisa dijadikan Aujjah syar’iyyah dan dalil hukum
Islam. Ada beberapa argument yang dikemukakan oleh mereka,
diantaranya'’:

a. Maslahah ada yang dibenarkan oleh syara’ dan ada yang diperselisihkan
atau tidak ditolak an tidak pula dibenarkan. Maslahah Mursalah
termasuk kategori Maslahah yang diperselisihkan. Penyikapan Maslahah
Mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam
terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua
kemungkinan (kebolehjadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
Argument ini dijawab oleh kelompok pertama dengan menyatakan
bahwa tidak benar kalau dikatakan, memandang Maslahah Mursalah
sebagai hujjah berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab,
Maslahah Mursalah itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar

pertimbangan sehingga menghasilkan zhann yang kuat.

7 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), him. 132-134
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b. Sikap menjadikan Maslahah Mursalah sebagi hujjah menodai kesucian
hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih
Maslahah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang
didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Argument ini dijawab oleh
kelompok pertama, dengan menyatakan bahwa tidaklah benar kalau
dikatakan penetapan Hukum Islam yang berdasarkan Maslahah
Mursalah berarti penetapan berdasarkan hawa nafsu. Sebab, untuk dapat
dijadikan hAujjah, Maslahah Mursalah itu harus memenuhi persyaratan
(kualifikasi) tertentu, jadi, tidak sembarang Maslahah. Persyaratan ini
yang akan mengendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan Maslahah
Moursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam berarti secara
tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan
hukum Islam itu. Argument ini disanggah oleh kelompok pertama,
dengan mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan sempurna,
tetapi yang dimaksud telah lengkap dan sempurna disini adalah pokok-
pokokajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi, tidak berarti semua
sudah ada hukumnya. Ini terbukti cukup banyak masalah baru yang
hukumnya belum disinggung Al-Quran dan As-Sunnah, yang baru

diketahui setelah digali lewat ijtihad.

Jumhur ulama’ mengajukan pendapat bahwa Maslahah merupakan
hujjah syari’at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai

kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, Ijma’, Qiyas,
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dan Istihsan, maka disyari’atkan dengan menggunakan Maslahah Mursalah.
Di dalam menggunakan Maslahah Mursalah itu sebagai hujjah, para Ulama’
sangat berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat

berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.



